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ABSTRAK 

Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada 

pelaku usaha UMK agar dapat mengembangkan usahanya sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta 

Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi 

Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Namun dalam praktiknya ketentuan 

peraturan perundang-undangan tersebut justru tidak terimplementasi dengan baik. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan rumusan masalah: 1) 

bagaimana mekanisme pendirian PT Perorangan, 2) apa kendala yang muncul 

setelah pendirian PT Perorangan dan upaya untuk mengatasinya (Studi PT 

Perorangan di Kota Padang), dan 3) bagaimana kepastian hukum pendirian PT 

Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran 

Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Studi PT 

Perorangan di Kota Padang). Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme 

pendaftaran pendirian PT Perorangan dilakukan secara online dengan mengakses 

laman https://ahu.go.id, kemudian akan diarahkan pada menu pendaftaran PT 

Perorangan, nantinya akan diperoleh hasil keluaran berupa Sertifikat Pendirian PT 

Perorangan. Berbagai kendala hadir setelah pendirian PT Perorangan diantaranya 

Surat Pernyataan Pendirian yang tidak bisa digunakan untuk syarat pembukaan 

rekening giro PT Perorangan karena lembaga perbankan masih mengharuskan 

adanya akta notaris, kendala dalam pengurusan perizinan usaha PT Perorangan 

dikarenakan sistem OSS yang tidak dapat diakses untuk beberapa jenis usaha, dan 

keterlambatan penerbitan sertifikat standar dari jangka waktu yang telah 

ditentukan. Untuk mengatasi permasalahan ini maka peran notaris tidak boleh 

dihilangkan dalam pendirian PT Perorangan. Pemerintah juga perlu memberikan 

pemahaman terkait PT Perorangan kepada masyarakat luas melalui sosialisasi dan 

edukasi. Ketidaksesuaian regulasi PT Perorangan dengan implementasinya saat ini 

mengakibatkan tidak terwujudnya kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.  
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